NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA,

DAN

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TENTANG

PEMBENTUKAN PCS BANTUAN HUKUM KELURAHAN
DI WILAY AH KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

NMOMOR : W- o - 1. 04. 03 29
NOMOR : 4160/HK.01.11

Pada han inf Jumat. tanggal iga pulub salu bulan Oktober tahun dua nbu dua puluh lima
(31-10-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. ROMI YUDIANTO

Il. MUH. FADJAR
CHURNIAWAN

: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus

Jakarta yang berkedudukan di Jalan M.T. Haryono Nomaor 24
Cawang, Kota Administrasi Jakarta Tirmur.

Dalam hal ini menjalani jabatannya tersebul, berdasarkan Surat
Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-
B5.KP.03.03 Tahun 2024 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan
Manajerial Dan Non Manajerial serta Pengangkatan Dalam
Jabatan Manajerial Di Lingkungan Kementerian Hukum, oleh
karenanya sah berlindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakaria.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATLI

: Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang

berkedudukan di Jalan Ikan Baracuda Nomor 14, Pulau
Pramuka, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Dalam hal inl berlindak menjalani jabalannya sebagaimana
lersebul di alas berdasarkan Sural Kuasa Khusus Gubernur
Daerah Khusus |bukota Jakarta tanggal 31 Oktaber 2025, oleh
karenanya sah berfindak untuk dan atas nama Pemerintah
Provinsi Daerah Khusus lbukola Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Mota
Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendin disebut PIHAK. PARA
PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagal berikut:

a. PIHAK KESATU adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta
yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam wilayah Provinsi
yaitu melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan Kerja sama,
pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan
hukum

b. PFIHAK KEDUA adalah Unsur Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas membantu
Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan memiliki fungsi
salah salunya sebagai penyelenggara pengelolaan hukum, ketalalaksanaan, dan
pelayanan publik di Wilayah Kabupaten Adminisirasi Kepulauan Seribu,

c. bahwa untuk meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat, khususnya masyarakat
miskin dan kelompok rentan, serta mendukung pelaksanaan bantuan hukum secara
merala, PARA PIHAK peru bersinergi dalam penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum
(FPosbankum) di tingkat Kelurahan Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan
Seribu.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-
masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan
tentang Pembentukan Pos Bantuan Hukum Kelurahan di Wilayah Kabupaten
Administrasi Kepulauan Senbu, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
DEFINISI

Dalam Nota Kesepakatan ini yang dimaksud dengan:

1. Paralegal adalah setlap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau
Femberi Bantuan Hukum yang lelah mengikuti pelatihan Paralegal, tidak berprofesi
sebagai advokat, dan tidak secara mandiri mendampingl Penerima Bantuan Hukum
di pengadilan.

2. Non-Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan,

3. Cerlified Paralegal of Legal Ald (CPLA) adalah gelar non-akademik bagi paralegal
yvang felah menyelesaikan pendidikan dan pelatihan sesuai standar serla
memperoleh sedifikat resmi dar Badan Pembinaan Hukum MNasional (BPHN],
Kementerian Hukum Republik Indonesia sebagai pengakuan kompetensi dalam
pemberian bantuan hukum non-litigasi.

4. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) adalahunsur penunjang di
lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia yang bertugas merumuskan,
membina, dan mengembangkan sistem hukum nasional, termasuk penyuluhan,
banluan hukum, serla pembinaan paralegal.

5. Surat Tanda Register (STR) adalah tanda buktli resmi yang diterbitkan oleh Kantor
Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta bagi paralegal atau Pos
Bantuan Hukum di kelurahan yang telah terdaftar, sebagai legitimasi pelaksanaan
tugas pemberian bantuan hukum kepada masyarakat.



6. Pos Bantuan Hukum Kelurahan yang selanjuinya disebut Posbankum Kelurahan
adalah layanan hukum secara gralis yang diberikan kepada masyarakat kelurahan
oleh paralegal kelurahan,

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagal pedoman bagli PARA PIHAK dalam
menyinergikan pembentukan Posbankum Kelurahan di Wilayah HKabupaten
Adminisirasi Kepulauan Seribu..

{2) Mota Kesepakatan ini bertujuan wuntuk memanfaatkan dan menyinergikan
kemampuan dan sumber daya PARA PIHAK dalam memberkan layvanan bantuan
hukum kepada masyarakal kelurahan secara gralis, cepatl, dan (epat sasaran di
Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu..

Pasal 3
OBJEK DAN LOKASI

Objek dan lokasi Nota Kesepakatan inl adalah Pembentukan Posbankum Kelurahan di
Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruaﬂg lingkup Mota Kesepakatan ini, meliputi:

penetapan Posbankum Kelurahan;

pendidikan dan sertifikasi Paralegal;

panyiapan sarana dan prasarana,

penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Posbankum Kelurahan;
pelaksanaan Posbankum Kelurahan: dan

sosialisasi hukum kepada masvarakat,

~p a0 o

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan ruang lingkup
Mota Kesepakatan ini, sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Kerja yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dan Nota Kesepakatan ini.

Fasal 6
PELAKSAMNAAN

(1) Pelaksanaan Mota Kesepakatan ini dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Nota Kesepakatan Ini.

(2) Untuk menindaklanjuti Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
PIHAK KESATU menunjuk;
a. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor
Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta; dan
b. Penyuluh Hukum.



(3) Untuk menindaklanjuti Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
PIHAK KEDUA menunjuk:
a. Kepala Bagian Hukum; dan
b. Lurah.

Pasal ¥
JANGEA WAKTU

{1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga} tshun sejak ditandatangani
PARA PIHAK.

{2} PIHAK yang bermaksud memperpanjang Nota Kesepakatan wajib memberitahukan
secara fertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (liga) bulan sebelum jangka
waktu Nota Kesepakatan ini berakhir.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini bersumber
darl Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBNM), Anggaran Pendapalan dan
Belanja Daerah (APBD), dan/alau sumber pemblayaan lainnya yang sah dan Gidak
mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai rencana kerja.

Fazal 9
KERAHASIAAN

(1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan
keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan MNota Kesepakatan ini,
kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui gleh umum atau sepatutnya
dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahul oleh masyarakat luas atau
berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

{2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari pinak lainnya.

{3) Kelentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dan ayal (2) akan lerus
berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Nota Kesepakatan ini berakhir.

Pasal 10
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

{1} PARA PIHAK sepakal melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota
Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit setiap 1 (satu) kali dalam setahun
dan/atau apabila sewaktu-wakiu diperlukan sesuai dengan kesepakatan PARA
PIHAK.

{2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam
bentulk laporan pemantauan dan evaluasi untuk menjadi faporan bersama PARA
PIHAK sebagai bahan masukan untuk merencanakan sinergi program selanjutnya.



Pasal 11
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJELIRE)

(1) Apabila lerjadi hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK atau disebut dengan keadaan
kahar seperti antara |ain tetapi tidak terbatas pada bencana alam dan non-alam,
kebakaran, perang, huru-hara, embargo, pemogokan, epidemi, sabotase yang
mengakibatkan isi Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan balk sebagian
maupun seluruhnya maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Nola Kesepakatan
ini dan apablila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesualan, masing-masing
PIHAK tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya
akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya
penyelesaian yang sebaik-baiknya,

{2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, maka PIHAK yang terkena keadaan kahar harus
memberitahukan secara resmi dan lertulis kepada pihak lainnya selambal-lambatnya
14 {empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar.

{3) Apabila dalam waktu 14 (empatl belas) han kerja sejak diterimanya pemberitahuan
tersebul tidak ada tanggapan dari PIHAK penerima pemberitanuan, maka adanya
keadaan kahar tersebut dianggap telah disetujul,

Pasal 12
PEMNGAKHIRAN NOTA KESEPAKATAN

(1) Mota Kesepakatan ini berakhir apabila:
a. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepakatan sebelum jangka

waktu barakhir: dan

b. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang tidak
mesmungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini.

{2} Berakhimya Nota Kesepakalan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf a dan b
dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Kesepakatan yang ditandatangani oleh
PARA PIHAK,

Pasal 13
SURAT MENYURAT

(1) Segala pemberitahuan terkait dengan pelaksanaan Mota Kesepakatan inl harus
disampaikan secara terlulis dan dapat disampaikan melalul surat, surat tercatat,
dan/atau surat elektronik kepada PARA PIHAK sebagal berikut:

a. PIHAK KESATU
Pejabal Penghubung Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan
Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian
Hukum Daerah Khusus Jakarta

Alamat v Jalan MT. Haryono Nomor 24 Cawang, Kota
Administrasi Jakarta Timur

Nomor Telepon  (021) 8090704

Surat Elektronik : kanwildki@kemenkum.go.d



b. PIHAK KEDUA

Pejabat Penghubung . Kepala Bagian Hukum Kabupaten Administrasi
Kepulauan Serbu

Alamal : Jalan lkan Baracuda Nomor 14, Fulau Pramuka,
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Momaor Telepon . 0812 8578 7187

Surat Elektronik - subbaghukum.pulauserbu@gmail.com

(2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Mota
Kesepakatan ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.

{3) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK
lainnya paling lambat 7 (ujuh) hari kerja sebelumnya.

(4) Apabila tdak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada
ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

FPasal 14
FENYELESAIAM PERSELISIHAN

Setiap perselisinan, perentangan, dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan
dengan Mota Kesepakatan ini diselesalkan terlebih dahulu secara musyawarah dan
mufakat PARA PIHAK.

Pasal 15
PERUBAHAN/ADENDUM

Seliap perubahan danfatau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum
cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan
tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Perubahan/Adendum yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan inl.

Demikian MNota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada harl dan
tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan
mempunyai kekuatan hukum yang sama.
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LAMPIRAN

NOTA

KESEPAKATAN

ANTARA  KANTOR

WILAYAH

KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA DAMN
FPEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TENTANG PEMBENTUKAN POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN
DI WILAYAH KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
NOMOR ; ¥2.10 =¥\ .04, 05 - 439
NOMOR : 4160/HK.01.11

DOKUMEN RENCANA KERJA
PEMBENTUKAN POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN DI WILAYAH KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

JADWAL TAHLUMN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PROGRAM / TAHAPAN SUMBER FIHAK KESATU PIHAK KEDLA
NOI keguTan | keaatan | PO e’ basdeoedsoatozy PEARGEING REGIATAN PENANGGLNG R U reaE
AWAE JAWAE AL
.
{1] [} 3} (4} {5} (6) ] (71 @) ] 3 (10) {11} (12) (13} {14} [15]

1. | Penelapan 1. Menetapkan (n| APER NIRRT a Memberikan Sural Lurak Menguswlican kakas a, Tersedianya lokasi lerwujudnya
Poabanium ks Jakarta Hughum Tanda Regster (STR) Posbankum Kalurahan Posbankum Kelurahar Postankum
Ke=lharahian Posbankum kepsds Lurah yang kapada PIHAK KESATU | b, Tersedisnya dasar Halurahan resmi di

Kelurahan belsh membeniuk dan yang dsesikan legal formal setiap kelurahan
manstaphan chiergian kedersadiaan pembeantukan untuk masmudahkan
Fosbankurm Kelrahan fampat & wilayah Pasbankum Kelurehan masyarakal
kedurahian dangan Penelapan menckses bantuan
Fepala Kantar Rukum
Wilayah Kementsnan
Hulium Daerah
Khusus Jakasa
Penyuiub b, Menetagkan | Ditetapkannya Tersedianya dasar
Hugkurm pembeniikan pambeniukan hukum resmi bagi
Foabankum ek ahan| Posbankum Kalurahan | penyelenggaraan
dangan Keputusan mlafi Surat Posbankuam
Hepala Kantor Wilsyah Kepubusan Kepala Kelusakian di
Hukum Daerh Kartar Wilsyah wilayah DKl Jakarta
Khusus Jakarts Kementaran Hukum
Crgerah Khuses Jakarta




JADVWAL TAHLIN TUGAS DAN TANGGLUMNG JAWAS
PROGRAM TAFAPAN SUMBER FIHAK KESATU PIHAK KEDUA
MO kemTan | keewtan | SORASH Tnana load sozdenarfeozs FENANGEUNG KEGIATAN PENANGGUNG P Zabiely TCOME
L
JAWAR JAWAR
[ 12) 3 {4h (5] {G) | {7} @) ) (8 [0 (1] {12} (13} . (12 113]

Z, Menyusun (B2 AFBN A+ [ 4] ¥ [+ | Pemypuluh Menyusun dan Lurah Memberikan masukan | Tersedianya ketentuan | Temsedianya calon
persyaratan Jakarta Hukum manatapkan terkait kampatansi persyaratan paralagsl yang
kompatens persparalan danfaiau kuslifikasz| komgsetensi daniatau mamilikl kompetensi
dan/atat kormpatansi dandatau calon Paralegal kepada | kualifkasd Kadashuam daniatau kualifikasi
lsakifikasi ealon kualfikaai calon PIHAK KESATU c:alan Parakegal YENg Sesuai
Paralagal Paralegal berdasarkan kondisi Eefentuan

weidyah

3. Menulaphan DK AFEM N ERERER LT Menarbikan nama Lurah Mangusulkan calon Diletapkannya nama Tersedianyz daftar
Calken Paralegal | Jakarts Hukum calon Paralegal sesm Faralegal sesuai calon Paralegel yang calon Paralegal
sasual Ketantuzan petunpulk leknis PIHAK | dusulican aleh resmi di seliap
prersyaratan KESATU kolurahan dan kehstahan, yang
wang ditentukan diarbitkan oleh PIHAK | siag mengikuti

RESATU sesuai prosed peslalihan
keteniuan A dagial
rranciukung
pelayanan bantuan
Faukasm B
sy aakal
2. | Pendidikan  Menyelenggarakan | DK APBN v | v | 4[4 | Penyuiuh a.Mamberikan Kepala Bagan Membarikan Teraksananya Tasmadianys
dan  sertifikasi pendidikan dan Jakaria Hukurm pendidikan dan Heusuim pendampingan dalam | pendidican dan Paralagal yang
Paralegal Eartifikasi untuk pelatihan kepada pelaksanaan serlifikas) Kadarkum meamiliki kompetansi
fmenjadi Paralegal Paralegal perdidikan dan dan'ataw kompaonen chan begdimas unkuk
sedifikas: Paralagal masyarska lairya malaksanakan
yang disslengoarakan Sulain Agaratur Sapil fLigEs
oleh FIHAK KESATL Megara, Tenlara
Masan el Indonisia,
Kepolsian Negarm
Republik Indonesia,
dan Advokat
Panyuluh b Mengoordinasikan Tarsalanggaranya Terwujudnya
Hiskum dangan BPFHN terkalt Eoordinass dengan pelaksanaan
aspak ekns BPHM larkait aspek sernifikasi Paralegal
serifias CPLA, ipknis pelaksanasn yang tefarah dan
[ Certifisd Paralagal sefifikasi CPLA seiarss dengan
of Legal Asd) keblizkan BPHM




JADWAL TAHUN

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAR

3

PROGRAM / TAHAPARN SUMBER FIHAK KESATU PIHAK KEDLA,
MO kemiaTAN kEIaTAN | “OFRSN Tnana T fages EDEEJED?? 2024 FENANGGUNG KEGIATAN PENANGGLNG T B RT CUTCOME
J.ﬂ.,'.'.'j,‘g. JAAE KE
i1} 12 i3] (4] 15} B (7] 8] % (10 {1 i12) (131 (14 [15]
Panyuluh c.Manarbilkan Karu Tedbinygs Kartu Tae=dianya
Hukum Identitas sarta Sural identitas dan Swurat legitimasi bagi
Tugas Faralagal Tunas bagi Pasalkegal Paralegal dalzam
yang telah mangliuti memberikan
pandidikan dan paxlayanan bantuan
~ _ serlifikasi hukum di kelurahan
3. Penylapan Menyedakan CIkE APBD O R ¥ |+ | Panyuluh Memberkan dukungan | Lumah Menyediakan nugngan | Teraksananya Teradianya sarana
sarang  dan| samna dan Jakaria Hukum beknis, keomdinasi, dan Fosbankum di wilayah | panyediaan sarana dan | dan prasarana
prasarana presarana fisk rakomandasi slandar Helurahan guna prasarang fisik Posbankuim
Posbankum kebubuhan sarana mendulwung kegislan Posbankum Keberahan | Kelurahan yang
Kafurahan Posbantkum Kelurahan Paralegal untuk rmendukung memadal sehingga
kixgitan Posbankum kegiatan pemborisn
Halurahan baentuan hukum
dapst berjalan
— - ekl
4. | Panyiapan Pemyiapan S0P (o APBN i v | % | v | Panyuluh a.Membyat S0P Lurah &, Mambed masukan Terlakasnanya Tersedianya S0P
Emandar Pasbankum Jakaria Hukum PENYE B NG raen cadam penyLUsunEn pielavanan Posbankum | Fosbankum
Dperagional Kelurahan Posbankum S0P aleh DIHAK Kalurahan sesual SOF | Kelurshan sebagai
Prosedur Kakwrahan sasuai KESATLI warg dibetapian panduan
(S0 keletuan yandg pelakeanaan
Pasbankum birkaku pelaranan
Fadurahan Pasban&um
Kelurahan kapacda
= ragyarakat
Fanyuluh b.Melakuken Lurah b. Penyampaian sural Tersadianya Terfakeananya
Hukum pemberian rujulkan permohonan rujukan | mekanisme nijukan penanganan
bagi Poshankum dari Posbankum bagl Pasbankurm perkara libgaa
Kahsrahan Helurahan kepaia Kalurahan dalam secara tepal dan
untuk sengketa Hantar Wilayah pEnanganan sengeeta | sesuai kalaniuan
hukum yang Ramenteran Hukum | hukum yang mengarah | yang beraka
mengareh pada Daerah Khusys pada lifigasi
hitigasi baik olah Jakarta apabila
adwokat yang {erdapat esngkets
tergabung dakm Faskiwirn yang
Parmberi Bantuan mengarmh pada
Hukum terakrediiasd Itigasi
manpun Acokal
waanyg tergabung
dalam Organisasi
Bylenkal




JADWAL TAHLUN TUGAE DaM TANGEUNG JaWAH
PROGRAM / TAHAPAN SUMBER PIHAK KESATU FIHAK KEDUA
NOU keciatan | kEciaTan | LOKASH Cnana” bnodsnamznediosa FENAGGONG REGIATAN PEMANGGUNG O il 4 BT
JAWAB JEVWAE
(1 (2] (3 4] EI A (1) iy 112) [13] [14] G
Kepala Divisi c.Menetagkan S0P Kepala Bagian . Mangrima salinan Dilatapkanmya SOF Tarselanggaranys
Peraturan penyelenggaraan Hubaam Ketetapan S0P pesvyilanggarasn Postankum
Panmidang- Pasbankuim permyelenggaramn Posbankum Kelurahan | Kelurahan
untangan dan Kalurahan Postrankum berdasarkan
Fambinaan Falurahan prosadur yang
Hukwm Kardor tarskandar dan
Wilayah saragam di sairub
Kamanberian wilaah
Hukoum
Diaarah
Khusus
Jakana
Panyuluh d.Mamberian 3TR Lurah d Menenima STR dari | Diledimanya STR ke | Tedaksananya
Hukoism kepada Lurah di FiHAK KESATU dan | Lurah sehagal dasar pelayanan dan
Halmahan yang msndukung pealaksanamn oparasonal
ditedapkan pelaksanaan Fosbankum Kelurahan | Posbankum
perebapan Falurahan sesuai
Posbankum katantwan yang
Kelurahan berlaku
5, | Pelaksanaan | Malaksanakan DKl APBM AIEERERLEETT a.Membgrikan Lurah Makakubkan Terlakeananya layanan | Tersedianya
Posbankum layanan Jakariz Fukem pandampingan afasz permantausn terhadap bantuan hukum bagl layanan
Kslurshan permbaeran pelaksansan pelaksanasan masyarakal melalul Pashankum
bantuan hukwm pambenan baniuan pandampingan Poshankum Kelurahan | Kelurahan yang
biagi masyaraka hukiirm olet pemberian banbusn efekl din
= LT Haralegal hukum gich Paralagal barkatznptan
Posbankum yang dilakukan cieh eehingga
Kelurahan PIHAK RESATLU rasyarasat
mampernleh akses
bantuan hukum
yang mamadai
Pamyuluh b.Membarikan Terakkasikannya Tarselenggaranya
Hukum hongraram dan honcrarium dan pelaksanaan
Biaya gparasional dukungan biaya Fosbankum
bagl paralegal dan oparasionzl bagh Felurahan melala
kegiatan paralagal Faralegal dalam dukungan sumbar
pelaksanaan kegatan daya yang mamadai
Poshankum Kelusahan
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b, | Sosiaksas felaksanakan DKl AFBN ] N A Panyuluh Marmbarikan Kepala Baglan Mamberikan Tersksananya Tersedanya
hukum kegizlEn Jdakana Hukum pendampingan leknks Mk pendampangan dalam kegiakan ssialisasi =05 34551 hukum
kepads penyebarlsasan kepada polaksana pelaksanaan snsabsasi | dam edukasi hakum guna meningkatkan
masyarakat informasi dan soeiahizas) hukum di rukum di witayahnya, Eepads masyarakal pamahaman

edukasi hukum kelurahan lemasuk penyediaan mAsyarakal
kopada fempat, fasitas, dan
masyarahkal urdangan peserts




